
BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA CARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR
Lanpiran

300 . 2 . 3/.Kep.  8 8 0 -BPBD/2023
2 (dua) lanpiran

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN
DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREB0N,

Menimbang            :    a.   bahwa    untuk    mendukung    penanganan    Siaga
Darurat Bencana Kekeringan tahun 2023 di wilayah
Kabupaten Cirebon, sebagaimana ditetapkan dalam
Keputusan      Bupati      Nomor      300.2.1/Kep.877-
BPBD/2023    tentang    Status    Tanggap    Darurat
Bencana  Kekeringan  di  Kabupaten  Cirebon,  perlu
membentuk pos komando;

b.   bahwa   berdasarkan    pert`imbangan    sebagaimana
dimaksud    pada    huruf    a,    perlu    menetapkan
Keputusan    Bupati    tentang    Pembentukan    Pos
Komando   Siaga   Darurat  Bencana   Kekeringan   di
Kabupaten Cirebon tahun 2023.

Mengingat               :    1.    Undang-undang   nomor   17   tahun   2003   tentang
Keuangan    Negara    (I,embaran    Negara    Republik
Indonesia   Tahun    2003    Nomor    47,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.    Undang-undang   Nomor   15   Tahun   2004   tentang
Pemeriksaan,   Pengelolaan   dan   Tanggung   Jawab
Keuangan    Negara    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia   Tahun    2004    Nomor   66,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

3.    Undang-Undang  Nomor   24   Tahun   2007   tentang
Penanggulangan      Bencana     (I.embaran      Negara
Republik    Indonesia    Tahun    2007    Nomor    66,
Tambahan   Lembaran   Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4723);

4.    Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia   Tahun   2014   Nomor   244,   Tambahan
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor  5587)



sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir
dengan   Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang   Nomor   2   Tahun   2022   tentang
Cipta   Keria   menjadi   Undang-Undang   (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun  2023  Nomor 41,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik  Indonesia
Nomor 6856) ;

5.    Undang-undang   Nomor   30   Tahun   2014   tentang
Administrasi     Pemerintahan     (Lembaran     Negara
Republik    Indonesia    Tahun    2014    Nomor    292,
Tambahan   Lembaran   Negara  Republik  Indonesia
Nomor  5601)  sebagaimana  telah  diubah  beberapa
kali   terakhir   dengan   Undang-Undang   Nomor   6
Tahun     2023     tentang     Penetapan     Peraturan
Pemerintah   Pengganti   Undang-Undang   Nomor   2
Tahun  2022  tentang  Cipta  Kelja  menjadi  Undang-
Undang   (Lembaran    Negara   Republik   Indonesia
Tahun    2023    Nomor   41,    Tambahan    Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6.    Peraturan    Pemerintah    Nomor   21    Tahun    2008
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan  Bencana
(I,embaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2008
Nomor  42,  Tambahan  I.embaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4828);

7.    Peraturan    Pemerintah    Nomor   22    Tahun   2008
tentang    Pendanaan    dan    Pengelolaan    Bantuan
Bencana   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun    2008    Nomor   43,    Tambahan    Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

8.    Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2019
tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun  2019  Nomor 42,
Tambahan   Lembaran   Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6322);

9.    Peraturan Presiden  Nomor  17 Tahun 2018  tentang
Penyelenggaraan Bencana Dalam Keadaan Tertentu
(I.embaran  Negara  Republik Indonesia Tahun  2018
Nomor 34);

10. Peraturan     Menteri    Dalam    Negeri     Nomor    77
Tahun  2020  tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan
Keuangan      Daerah      (Berita      Negara      Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan  Kepala Badan  Nasional  Penanggulangan
Bencana   Nomor   3   Tahun   2016   tentang   Sistem
Komando Penanganan Darurat Bencana;



12. Peraturan  Kepala Badan  Nasional  Penanggulangan
Bencana     Nomor     02      Tahun     2018      tentang
Penggunaan    Dana    Siap    Pakai    (Berita    Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);

13. Peraturan  Kepala Badan  Nasional  Penanggulangan
Bencana Nomor 6.A Tahun 2011  tentang Pedoman
Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan
Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1483);

14. Peraturan  Kepala Badan  Nasional  Penanggu]angan
Bencana     Nomort     4     Tahun     2020      tentang
Penggunaan    Dana    Siap    Pakai    (Berita    Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);

15. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Cirebon  Nomor     6
Tahun          2018          tentang          Penyelenggaraan
Penanggulangan     Bencana     (I.embaran     Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 6);

16. Peraturan   Daerah   Kabupaten  Cirebon   Nomor   12
Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan
Perangkat  Daerah  Kabupaten  Cirebon  (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016  Nomor  12)
sebagaimana    telah    diubah    dengan    Peraturan
Daerah  Kabupaten  Cirebon  Nomor  1  Tahun  2021
Tentang     Perubahan     Atas     Peraturan     Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor  12 Tahun 2016  tentang
Pembentukan   dan   Susunan   perangkat   Daerah
Kabupaten  Cirebon  (Lembaran  Daerah  Kabupaten
Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

17. Peraturan  Daerah     Kabupaten   Cirebon  Nomor  7
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022
Nomor 7);

18. Peraturan   Daerah  Kabupaten  Cirebon     Nomor  9
Tahun   2022   tentang  Anggaran   Pendapatan   dan
Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran  2023  (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);

19. Peraturan  Bupati  Cirebon  Nomor  32  Tahun  2022
tentang   Tugas   Fungsi   dan   Tata   Kelja   Badan
Penanggulangan  Bencana  Daerah   (Berita  Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 32);

20. Keputusan Bupati Nomor 360/Kep.308-BPBD/2022
tentang  Penetapan  Status  Keadaan  Siaga  Darurat
Bencana Hidrometeorologi Tahun 2022 / 2023.



REMunsEN:

Menctapkan

•REATU                :   Membentuk   Pos   Komando   Siaga   Darurut   Bencana`
Kckchngan  di  REbupaten  Cirebon   dengan   Susunan
Pcrsonalia Pocko,  TugaLs  Pokck dan  Fwhgsi Orgrnisasi
sebagainana    tereantum    dalam    Lanpiran    I    dan
I,anpinn H sebngal bagian yang tidak terpisarman dari
Kepufusrm ira.

KEDUA

rmGA

:   Tugas    den    fungsi    Poe    Komando    Siaga    Darurat
sehagainana  dinaksud  Diktum  Kesatu,  berpedoman
kepada       Peraturan       Kepala       Badan       Nasional
Penanggulangrn Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Sistem Komando Penanganan Damrat Bencarm

:   Scgala    bkya    yang    timbul    akibat    ditetaphaannya
Xeputusan     ini,      dibebankan     kepada     Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  Cirebon,
Anggaran  Pondapatan  dan  Belanja  Daerch  Ptowhsi
`Jawa Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negra
dan/ atan bantran lainnya yang tidak mengihat.

KEEMPAT             :   Keputusan   Bupati   ini   mulai   berlaku   pada   tanggal
ditefapkan.

Ditetapkan di Sunber
pada tanggal  rl  Agustus  2023

Tembugan:
1.    Yth. GubemurJawa Barat;
2.    Yth. Kepala Bedan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
3.    Yth. Kapala Badan Penanggularigan,Bencana Daerah Hovinsi Jarm Barat;
4.     Yth. Ketua DPRD Karfupaten cifebon;
5.    Yth. Inspckfur Kchupaten cirebon;
6.    Yth. ifepafa Badan/ Dinar/ instansi tcknis terhait.



Mc.n{®hapkfln

r[ESATu

KEDUA

KETIGA

KEE:MPAT

MEMurrusRAN,I

Mtkmb€ntuk    Pos   `Kom&ndo    Siagu    D£`rur=]t     Bcrlcana
Kt-kfnngan    di    Kabupatt}II    CiFTtrjri    dcngan    Susunan
P€rsttnallfi   Risk{},  Tugas  I.r)kok  dan   Fungsi   Org€lnisasl
schaga]mami     tercantum     dfllfun     hampiran     I     dari
hampiran  [I  sehagai  hagian  yEinp, trdak  Lcrpisahkan  dari
Kc.|}utusan  ini.

Tugas     dan     fungsi     Pos     Ko]nando     `Siaga     Darurat
st.bagairmana   dimaksud   Diktum   Kesatu.   berpedomfln
kL.pada         Perm t\uran         Kcpe la          Badan          Nasj()nat
Pcnanggulangan  Bencana Nomctr 3 Tchun 2016 trntang
Sist€m Komando Penanganan Darurat Bcnfana.

Scgala     biaya     yang     {imbul     akibat     di[etapkaririya
tti.puLusan      ire,      dibebankan       kepada       Anggaran
Pcndapatan  dan   Belanja   Daerah   Kabupatcn   Cirebon.
Anggaran    Pendapatan   dan   Belanja   Dacrah    Provinsi
Jawa  Barat,  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara
dan/ atau bantuan lalnnya yang t.idaJ{ mengihaL.

Kcputusan   Bupati   ini   muhi   b€rlaku   pada   tar]ggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sumb€r
pada tanggal  I I  Agustus  2023

Tc'mbusan:

I.      Yth. GubernurJawa Barat.;

2.      Yth. Kepala Badan Nasional penanggulangan Bencana Republjk indoni.sia;

3<      Yth. Kcpala Badari pcmnggulangan Bencana Daerah provinsi Jawa B{arat;
4.      Yth.  Ke[ua DPRD Kabup,iten circbon;

5^      Yth. [nspektur Kabupaten cirebon;

6.      Yth. Kcpala Badan/  Dinas/  Instansi teknis tcrkait.



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIREB0N
Nomor            :    300.2.3 /Kep. 880 -BPBD/2023
Tanggal          :    11 Agustus  2023
Tentang          :    PEMBENTUKAN  POS  KOMANDO  SIAGA  DARURAT  BENCANA

KEKERINGAN DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

a.   Pengarah

Penasihat

SUSUNAN PERSONALIA POSKO

:   1.  Bupati cirebon;

2.  Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon;

3.  Kepala Kepolisian Resor Cirebon Kota;

4.  Komandan Distrik Militer 0620 Kabupaten

Cirebon.

Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Cirebon  ejc-
o#Ofo    Kepala    Badan    Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.

Komandan siaga                :   1.  Kepala  Pelaksana  Badan  Penanggulangan
Darurat                                        Bencana Daerah Kabupaten cirebon;

2.  Asisten  Pemerintahan  dan  Kesejahteraan
Rakyat.

1. Sekretaris S ekretaris              Pelaksana              Badan
Penanggu langan         B encana         D aerah
Kabupaten Cirebon.

2. Humas Dokumentasi     :   1.  Jabatan                F`ungsional               Penata
Dan Publikasi Penanggulangan       Bencana   Ahli    Muda

Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah
Kabupaten     Cirebon     (Sub     Koordinator
Pencegahan);

2.  Kasubag  Umum   dan   Kepegawaian   pada
Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah
Kabupaten Cirebon.

3. Keselamatan dan                    Kepala        Bidang        Rehabilitasi        dan
Keamanan                               Rekonstruksi pada Badan penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.

4. Perwakilan Instansi       :   1.  Kepala    Dinas    Ketahanan    Pangan    dan
Lembaga Perikanan Kabupaten Cirebon ;

2.  Kepala  Dinas  Pekeljaan  Umum  dan  Tata
Ruang Kabupaten Cirebon;

3.  Kepala     Dinas     Perumahan,      Kawasan



Permukiman  dan  Pertanahan  Kabupaten
Cirebon;

4.  Kepala        Dinas        Lingkungan        Hidup
Kabupaten Cirebon ;

5.  Kepala     Dinas      Kesehatan     Kabupaten
Cirebon;

6.  Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;

7.  Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
8.  PMI Cabang Cirebon;

9.  Pemsahaan  Daerah  Air  Minum  Tirta  Jati
Kabupaten Cirebon.

5. Bidang Perencanaan, Data dan Informasi
Koordinator

An88Ota

6. Bidang Operasi
Koordinator

Kepala     Bidang         Pencegahan dan
Ke siap siagaan               pad a               Badan
Penanggu langan         Benc ana         Daerah
Kabupaten Cirebon.

:   1.  Jabatan                FLungsional                Penata

Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada
Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah
Kabupaten     Cirebon     (Sub     Koordinator
Kesiapsiagaan);

2.  Jabatan  Fungsional  Perencana  Ahli  Muda

pada    Badan    Penanggulangan    Bencana
Daerah Kabupaten Cirebon.

Kepala  Bidang  Kedaruratan  dan  Logistik

pada    Badan    Penanggulangan    Bencana
Daerah Kabupaten Cirebon.

1.  Jabatan               Fungsional               Penata
Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada
Badan   Penariggulangan  Bencana  Daerah
Kabupaten        Cirebon   (Sub   Koordinator
Kedaruratan);

2.  Jabatan               Fungsional               Penata
Penanggulangan Bencana Ahhi Muda pada
Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah
Kabupaten     Cirebon     (Sub     Koordinator
Rehabilitasi);



3. Jabatan              Fungsional              Penata
Pthanggr_ha_ngr_a Bencana Ahli Muda pada
Bedan  Penanggulangan  Bencana  Daerah
Kabupaten    Ciiebon     (Sub    Koondinator
Rekonstruksi};

4.  Camat se-Kabupaten Cirebon;
5.  Srfuruh Staf pada Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.
7. Bidang Logistik, Peralatan dan Pengrlolaan Bantuan

froordinator                    .       Jal*a[tan               F`mgsiorml               Penata
Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada
Bndan  Penanggulangrn  Bencana  Daerah
Kdbupaten    Cir€bon    (Sub    Koordinator
Ldrstik).

ha8gota Kasuhag  Umum  dan  Kepegawaian  pada
Bed[an  Penanggulangan  Bencana  Daerah
Kabupaten Cirebon.

8.Bidang Administrasi Keuangan K8ordina[tor
Kcondinator

Anesota

9. Sekretariat

•       Jabatan Fung§ional Kouangan Pemerintah

Pusat  dan  Daerah  Perencana  Ahli  Muda
pada Badan Penanggulanan Bencana.

Bendahara    Pengeluaran    pada    Badan
Fhaanggulangrn         Bencana         Daerah
Kabupaten Cirebon.

Bedan  Penanggulangan  Beneana  Daerah
ifexpaten Cirebon.



I..Jabnl,an                  Fung§!om]                  Penata

Pcnnnggulangrn  BtmcHna  Ahli  Muda  ped€i

Badan   Pcnariggu}angan   Benc{intl   [`)aerah

Kabupziten       C`ir{.hain       (Sub      K{}ctrdinator

F3ckonstruksi);

4,  Camat se-Kflbupa[cn Cirebon;

5.   Scluruh  Star pa(]&  Badan  P€nanggulangan

Boncana Daer&h Kabupaten Cirebon.

7.  Bidang Logisl]k. Peralatan d&n Pengelolaan Bantuan

Kirordir]alor                                 J.i bat&n                 Fu ngsiona]                 Pcnata

Penanggulangan  Bcnc'ana  Ahli  Muda  pada

Badan   Pcnanggu]angan   B€ricana   Daerali

Kabupaten     Cirebon      (Sub      Koordinator

hogistik).

Anggola Kasubag   Umum   dan   Kepegau-ajan   pada

Badan   Pcnanggulangan   Bencana   Da€rah
Kabupaten Cirebon.

8.Bidang Administrasi Keuangan Koordinator

Koordiriator

AnB8ota

t}.  S€kret€iriat

Jabatan  F-ungsional  Keuangan  Pemcrintah
Pusat  dan  Dacrah   Pcrencana  Ahli   Muda

pada Badan Penanggulanan Bencana.

Bcndahara     Pengcluaran     pada     Badan
Penanggulangan          Bencana          Dae rah

Kabupat€n C irebon.

Badan   Penanggulangarl   Bcncana   Dafrah
Kabupatcn Cirobon.



LAMPIRAN 11 KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
Nomor
Tanggal
Tentang

:    300.2.3 /Kep. 880-BPBD/2023
:    11 Agustus  2023
:    PEMBENTUKAN  POS  KOMANDO  SIAGA  DARURAT  BENCANA

KEKERINGAN DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

TUGAS DAN FUNGSI

A.     Tugas pokok dan Fungsi organisasi
1.  Tugas Komando Tanggap Darurat

a.  Melakukan  kajian  pemenuhan  kebutuhan  penanganan  darurat
bencana berdasarkan kajian kaji cepat dan rencana kontinjen;

b.  Melakukan kajian awal upaya/  rencana kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi;

c.  Menyusun   rencana   kegiatan   operasional   penanganan   darurat
bencana;

d.  Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan penanganan
daLrurat bencana;

e.  Memantau  dan  mengevaluasi  pelaksanaan  penanganan  darurat
bencana, dan

f.   Mengelola manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat
bencana.

2.  Fungsi Komando Siaga Darurat Bencana sebagai berikut:
a.  Pengkajian  pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana

dan perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
b.  Perencanan,    pengendafian,   pengoordinasian   kegiatan   operasi,

pemantauan,    evaluasi    dan    pelaporan    penanganan    darurat
bencana; dan

c.  Pengelolaan data dan informasi penanganan darurat bencana.
8.     Tugas dan Tangggung Jawab unit organisasi

1.        Pengarah :

a.  Memberikan arahan umum mengenai kebijakan penanganan siaga
darurat bencana Kekeringan;

b.  Memberikan saran tindak pelaksanaan penanganan siaga darurat
bencana Kekeringan; dan

c.  Mengevaluasi pelaksanaan penanganan siaga darurat bencana.
2.        Penasehat

a.  Mengkoordinasikan         rencana         strategis         dan         taktis ,
mengorganisasikan,   melaksanakan   dan   mengendalikan   operasi
siaga darurat bencana; dan



b.  Mengkoordinasikan komando dan pengendalian untuk pengerahan
sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta
berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/
1embaga/ organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas

penanganan siaga darurat bencana.
Komandan Siaga Darurat Bencana

a.  Memberi    rencana    strategis    dan    taktis,    mengorganisasikan,
melaksanakan dan mengendalikan operasi siaga darurat bencana;

b.  Melaksanakan   komando   dan   pengendalian   untuk   pengerahan
sumber daya manusia, peralatan, 1ogistik dan penyelamatan serta
berwenang memerintahkan  para pejabat yang mewakili instansi/
lembaga/ organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas

penanganan siaga darurat bencana.
Sekretariat

a.  Memfasilitasi Sekretariat Posko Kekeringan; dan
b.  Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan.

Hubungan masyarakat
a.  Menghimpun   data   dan   informasi   penanganan   bencana   yang

teljadi;

b.  Membentuk     jaringan      informasi      dan      Komunikasi      serta
menyeoarKan informasi tentang bencana tersebut ke media masa
dan masyarakat luas;

c.  Melakukan inventarisasi kebutuhan sarana komunikasi di Posko;
d.  Mengendalikan   pengerahan   sarana   komunikasi   untuk   lokasi

Posko;

e.  Melakukan evaluasi dan pelaporan kebutunan sarana komunikasi
di   Posko,   lokasi  bencana  dan  koordinasi  dengan   Unit  Kerja/
Perangkat Daerah terkait.
Keselamatan dan Keamanan

a.  Menjamin keselalnatan dan keamanan seluruh personil Komandan
Siaga Darurat Bencana dalam menjalankan tugasnya;

b.  Menjaga   keamanan   penanganan   siaga   darurat   bencana   serta
mengantisipasi  hal-hal  diluar  dugaan  atau  suatu  keadaan  yang
berbahaya;

c.  Kepala keselamatan  dan  keamanan  bertanggung jawab  langsung
Komandan Siaga Darurat Bencana.
Perwakilan Instansi / Lembaga

a.  Membantu  Komandan  Siaga  Darurat  Bencana  berkaitan  dengan

permintaan dan  pengerahan sumber daya yang dibutuhkan dari



instansi / 1embaga;
b.  Secara  operasional  bertanggungjawab  langsung  Komandan  Siaga

Darurat    Bencana    atas    pelaksanaan    tugasnya    dan    secara
administratif   bertanggung   jawab   kepada   pimpinan   instansi/
lembaga terkait.
Bidang Operasional

a.  Melaksanakan   operasi   pencarian,   penyelamatan   dan   evakuasi
korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan

pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana
dan sarana dengan cepat, tepat, eflsien berdasarkan satu kesatuan
rencana tindakan penanganan siaga darurat bencana;

b.  Mengendalikan  operasi  penyelamatan  dan  evaluasi  korban  serta
haTta benda;

c.  Mengerahkan     personil     dan     peralatan     untuk     kebutuhan

penyelamatan dan evaluasi;
d.  Melakukan  evaluasi  dan  pelaporan  kegiatari  penyelamatan  dan

evaluasi;
e.  Melakukan  inventarisasi  kebutuhan  air  bersih,  air  minum  dan

sanitasi; dan
f.   Melakukan  pengendalian  kebutuhan  air  bersih,  air  minum  dan

sanitasi.
Bidang Perencanaan

a.  Mengumpulkan,  menginventarisir  sumber  daya,  mengumpulkan
dan analisasi data dan informasi yang berhubungan penanganan
siaga   darurat   bencana,   dan   menyiapkan   dokumen   rencana
tindakan operasi siaga darurat;

b.  Melakukan updating data secara berkala;
c.  Melakukan   analisis  dan   skenario  ancaman   (heard)   terhadap

bencana;
d.  Membuat rencana operasi siaga darurat bencana; dan
e.  Menyampaikan    informasi   tentang   lokasi   atau    daerah   yang

membutuhkan tindakan darurat.
10.      Bidang I,ogistik dan peralatan

a.  Melakukan  inventarisasi  kebutunan   logistik  (pangan   dan  non

pangan)    korban    bencana    serta    sarana   transportasi    untuk
penangarian bencana;

b.  Penyediaan  fasilitas,  jasa  dan  bahan-bahan  serta  perlengkapan
tanggap darurat;

c.  Melaksanakan   penerimaan,   penyimpanan,   pendistribusian   dan



tranaportasi bantuan loctstik dan peralatan;
d.  Mefaksanakan.  penyetenggrraan   dukungan   dapur   unrmm,   air

berdh dan sanitasi umum;
e.  Menglsoordinasihan  semua  bantuan  logistik  dan  peralatan  dad

instan§i/ 1emhaga/ organisasi yang terkait;
f.  Menyediakan  dan  mendistribusihan  logistik  untuk  kebutiha

penanganan bchcana; dan
9.  Melakuhan evaluasi dan pelaporan pengelolaan logistik sarana dan

Prag-.
11.      Bidang Administrasi Kedangan

a.  Melaksanahan 'semun edministrasi keuangan;
b. Menganalisa  kebutuhan  dana  dalam  rangka  penanganan  siaga

damrat bencana yang teriadi; dan
c.  Mendukung keuangan yang dibufuhkan dalam rangka lsomando

stage darurat bencana yang teriadi.
12.      Sekretariat

a.  Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan; dan
b.  Melayani ckomodast dan konsumsi bagi personil Posko.



transpertiisi  bamu&n hogi8Ljk dan pcl.zLlatari;

d    Mclaksanakfln    penyelenggrra&n    dukungan    d:ipur    umum,    alr

brfu»rsJh  dan  s€mitasl  umum,

a.   MengkourdinasikBn   3emua   b&ntu&n   liigiBtik   dan   perflltllari   dafi

!nslansi / lcmhaga/org&nisasi y8rig lerhait;

I.    M€nyediflhan    d.|n    mrndi8tribussikan    logt3tik    untiik   krbutuliart

prniingaiian bem`ana; dnn

9.   Mclalouka]i €va]ui49i dan  pe!aporan  pengelolaan logistik sarana d€Ln

prasaranfl.
11_        Bidang Admjnfstrasi Keunngan

a.   Melaksanakan .eemua admini.itras!i kcuangan;

b.   Menganalisa   kcbutuhan   dan&  dalam   rang]ca   pcnanganan   3iaga

d€|rurat bencanQ yang terjadi; dan

c.   Mt.ndukung  keuangnn  yang  dibutuhkan  dakim  ranglca  komando

siaga d.|rurat b€ncflna yang tor)adi.

1?.+        Sekretari.|t

€i.   Mc.nyel€ng#arakan adminislrasi umum dan pe]flporarl; dan

b.   Mcla.vani akomoda3i dan konsum3i bagi personil Posko,


